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Gubernur Apresiasi
Langkah BPK

PALU- Gubernur Sulawesi Tengah, Drs H Longki
Djanggola MSi mengapresiasi langkah Perwakilan
BPK RI Provinsi Sulawesi Tengah membuat keputu-
san bersama tentang petunjuk teknis pengemban-
gan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses
data antara BPK dan lima entitas di Sulawesi Ten-
gah. Menurutnya, upaya itu bukan saja menjadi ba-
gian dari upaya mewujudkan efektivitas pemerik-
saan BPK , melainkan secara langsung akan mam-
pu memberi dampak positif pada sistem pengelo-
laan keuangan di daerah.

"Melalui keputusan ini maka dalam pengemban-
gan dan pengelolaan sistem informasi untuk ak-
ses data di Provinsi Sulawesi Tengah, yang berkai-
tan dengan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan negara, dapatlebih mudah dan aku-
rat dalam pelaksanaan pemeriksaan BPK. Sekaligus

memberiarah transparansidanakunt-
abilitas bagi data yang diperoleh,”
tandas Gubernur, dalam sambu-
tannya di aula BPK, kemagin.
Tugas kewenangan BPK selaku
pemeriksa, tambah Gubernur,
akan semakin efisien dan efek-
tif. Sehingga kedua unsur ini, baik
pemerintah daerah maupun BPK, sa-
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ma-sama berperan dalam men-
dorongoptimalisasipengelolaan
dan tanggung jawab keuangan
negara maupun daerah.
Gubernur dalam kesempa-
tan tersebut melalui kewenan-
gannyaselakupimpinandaerah
mengapresiasi penandatanga-
nan system e-audit dalam pen-
gelolaan keuangan ini. Menu-

rutnya, apa yang telah dilaku-
kan antara BPK dan lima enti-
tas tersebut merupakan bagian
reformasi kebijakan keuangan
yang harus disambut baik.
Penggunaan sistem angga-
ran berbasis kinerja termasuk
menjadi salah satu poin urgen
dalam reformasi keuangan di
tingkat daerah. Hal ini meng-
ingatpengeolaan keuangan se-
caralangsungmelekatkan tang-
gungjawab danjabatanyangdi-
emban seorang pegawai negeri

sipilselakupengelolaanggaran.

"Sehingga tanggung jawab
itulah yang benar-benar har-
us tertanam agar pengelolaan
keuangan daerah dapatdilaku-
kan dengan lebih berkualitas,"
tegas Gubernur.

Terkait ini, beberapa hal yang
menjadiperhatian dalamimple-
mentasi dan tindak lanjut kese-
pakataniniadalahkesiapansum-
ber daya manusia yang handal,
agar pemerintah mampu me-
nyajikanlaporankeuanganyang

tidak hanya benar dan lengkap,
tetapi mampu memenuhi prin-
sip-prinsip pengelolaan keuan-
gan yang lebih baik. Di antaran-
ya memenubhi prinsip-prinsip
akurasi, sederhana, mudah di-
mengerti, relevan, komparabil-
itas dan akuntabilitas.
"Sehingga dari sebuah be-
ban dan keharusan, menjadi
sesuatu yang dibutuhkan oleh
keduabelah pihak, yakniantara
pemerintah daerah dan BPK,"
demikian Gubernur.(nhr)




